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Pendahuluan
• Saat ini media sosial lebih modern dan berkembang dengan fungsi untuk belanja online/ online shop. Apabila diketahui bersama bahwa sebelumnya

transaksi menggunakan media sosial hanya dapat dilaksanakan secara tatap muka (face to face). Berkaitan dengan hal tersebut, konsumen harus mendatangi
tempat penjualan produknya. Namun, semua itu tidak perlu dilakukan karena belanja bisa dilakukan secara online melalui media sosial. Kemajuan ini
mampu mendorong para pemilik modal untuk memanfaatkan adanya media social sebagai peluang bisnis digital atau E-commerce.

• Media sosial paling banyak pengguna sekarang ini adalah Tiktok. Sehingga digunakan oleh pemilik modal untuk menjalankan bisnis online miliknya.
Negara Indonesia yang masuk dalam kategori mayoritas pengguna tiktok. Dengan pengaplikasian konten video dan yang paling terbaru diperluas dngan
menambahkan fitur belanja online yang biasa dikenal dengan Tiktok shop. Dengan hadirnya tiktok shop para merchant yang menggunakan tiktok berlomba-
lomba memanfaatkan Tiktokshop sebagai perantara jual beli online. Oleh karena pangsa pasar tiktok sangat memadai dan merupakan aplikasi yang popular
dikalangan masyarakat. Dengan adanya tiktok mampu mempermudah konsumen untuk menerima informasi produk dengan melihat unggahan video dengan
diiringi latar belakang musik yang diunggah oleh pelaku bisnis.

• Konsumen yang menggunakan Tiktokshop dapat melakukan pembelian secara online dari aplikasi Tiktokshop tanpa perlu beralih pada aplikasi lain guna
menyelesaikan transaksi untuk pembelian produk yang diinginkan. Penggunaan fitur tiktokshop dengan system pembayaran yang mudah dan penggunaan
waktu lebih cepat dapat meningkatkan minat konsumen untuk melakukan pembelian secara praktis. Penawaran produk yang dilakukan melalui tiktok shop
telah menarik banyak minat konsumen. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi dalam berbelanja online adalah kualitas produk yang ditawarkan oleh
penjual tidak sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen.
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Rumusan Masalah
1. Apa saja hak dan kewajiban hukum pemilik produk dalam transaksi di tiktokshop?

2. Apa saja hak konsumen dan kewajiban konsumen untuk hukum konsumen dalam transaksi pada marketplace media sosial

skala internasional?

3. Bagaimana peraturan hukum mengenai perlindungan hak terhadap kekayaan intelektual dan konsumen dalam bertransaksi

di tiktokshop?

4. Apa saja permasalahan hukum yang sering terjadi pada transaksi di Tiktokshop mengenai Hak terhadap Kekayaan

Intetektual serta perlindungan kepada konsumen?
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Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini

• Penelitian terdahulu membahas mengenai tanggung jawab pengusaha atas kerugian yang diderita konsumen saat
berbelanja online dan menawarkan solusi atas kerugian yang diderita konsumen saat berbelanja online. Mengingat sudah
ada pihak yang telah menerbitkan majalah dengan tema yang sama dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang
merasa dirugikan dalam hal digital akibat perbedaan kualitas barang konsumsi dibeli yang tidak termasuk yang diiklankan
di Tiktok shop.

• Mengingat belum ada yang membahas topik ini sebelumnya, pembuatan artikel jurnal ilmiah ini tergolong baru dan
sangat penting untuk pembahasan yaitu membahas mengenai Perlindungan Hukum Hak Konsumen dalam Bertransaksi di
TikTok Shop: Mengungkap Wawasan Hukum Baru
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Metode Penelitian
• Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach)

penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berguna mendukung penelitian baik primer maupun sekunder.

• Bahan hukum primair yang digunakan berupa KUHPerdata, UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999, UU

ITE No 11/2008, Peraturan Perdagangan Elektronik 80/2019. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan berupa

bahan-bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primair dan dapat membantu menganalisis dan memahami

penelitian.

• Jurnal, artikel, dan buku-buku hukum sebagai bahan hukum sekunder. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dianalisis

kaitannya dengan bahan hukum lainnya seperti anggaran dasar dan buku-buku yang digunakan serta penelitian literatur,

dan menguraikan topik-topik yang dibahas untuk menemukan jawaban atas penelitian tersebut dengan penalaran deduktif.
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Hasil dan Pembahasan
A.Hak dan Kewajiban Hukum Pemilik Produk dalam Transaksi di Tiktokshop

Pasal 6 UUPK yang mengatur mengenai pelaku usaha yang meliputi :

Hak guna mendapat pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait syarat dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan, Hak guna menuntut konsumen yang ingin berbuat curang, Hak guna membela diri harus dikaitkan dengan
penyelesaian pada sengketa konsumen secara yudisial, hak untuk memulihkan nama baik jika dibuktikan melalui perbuatan
hukum yaitu kerugian yang diderita konsumen bukan disebabkan oleh barang maupun jasa yang dijual dan dalam peraturan
perundang-undangan ketentuan lain mengatur negenai hak-hak. Berkaitan dengan hal tersebut pada pasal 7 UUPK
mencantumkan kewajiban pemilik modal, yaitu :

Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki itikad baik

a. Kewajiban pelaku usaha dalam memberi informasi yang jelas, jujur, dan benar tentang syarat dan jaminan barang maupun jasa
melalui pemberitahuan untuk penggunaan, serta perbaikan dan pemeliharaannya

b. Melayani konsumen serta memperlakukan tanpa diskriminasi dengan adil dan jujur

c. Memberi jaminan kondisi barang maupun jasa yang dihasilkan untuk dijual sesuai standart mutu barang maupun jasa yang berlaku

d. Pelaku usaha memberi kesempatan untuk penawaran bagi dalam menguji ataupun mencoba barang maupun jasa tertentu dan
memberi garansi / jaminan atas barang yang dihasilkan dan dijual

e. Pelaku usaha memberi ganti rugi, penggantian dan/ atau kompensasi atas kerugian yang timbul dari penggunaan, eksploitasi dan
penggunaan barang maupun jasa yang dipertukarkan

f. Melakukan penawaran penggantian, kompensasi/pengembalian uang jika barang maupun jasa yang diterima atau digunakan tidak
sesuai dengan kontrak
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Hasil dan Pembahasan
B. Hukum Mengatur Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsumen Dalam Transaksi di Tiktokshop

Benda yang tak berwujud berkaitan erat dengan HaKi (Hak kekayaan intelektual) dalam bentuk konten maupun bentuk perlindungan terhadap
karya yang berasal dari kreativitas setiap individu. Hak kekayaan intelektual mampu memberikn perlindungan/melindungi perusahaan kreatif
dalam investasi keuangan jangka panjang. Dengan hak yang timbul dari akal manusia dalam kekayaan intelektual. Inti atau obyek pengaturan
dalam HaKi berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam literatur Anglo-Saxon,
Berupa terjemahan kata dalam Bahasa Indonesia sebagai "Hak Kekayaan Intelektual", yang sebenarnya akan lebih tepat jika diterjemahkan
sebagai HaKi. Di masa depan, hak kekayaan intelektual sebenarnya memiliki hal-hal, yaitu hal-hal yang tidak berwujud. Batasan material
yang disebutkan dalam 499KUHPerdata, yaitu benda adalah segala sesuatu dan setiap hak yang ditentukan oleh kepemilikan. Hal ini sesuai
dengan klasifikasi objek menjadi objek berwujud dan tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual diatur oleh sejumlah undang-undang dan
peraturan, termasuk:

a. UU Hak Cipta No. 28 / 2014

b. UU Paten No. 13/ 2016.

c. UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis No 20/2016

d. UU Rahasia Dagang No. 30/2000

e. UU Perlindungan Varietas Tanaman.9/ 2000

f. UU Desain Industri 31/2000.
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Kesimpulan
• Penggunaan media belanja online saat ini berkembang cukup pesat. Perlindungan terhadap pemilik produk dan konsumen

memiliki pengaturan hukum yang sama antara peraturan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini konsumen perlu
dilindungi sebagai individu yang sangat rentan dengan penerimaan produk yang dijual oleh pemilik produk yang terjadi
akibat beberapa oknum yang dapat merugikan konsumen oleh para pelaku usaha/ pemilik produk itu sendiri melalui
transaksi jual beli online pada tiktokshop. Penjualan produk oleh pelaku usaha dan konsumen semua diawali dengan
itikad baik dari awal. Jika konsumen serta orang dalam melakukan transaksi jual beli, maka dapat dengan fasilitas. UUPK
yang berfungsi sebagai pedoman khususnya bagi konsumen memperjuangkan hak mereka melindungi kepentingannya.
Tidak menutup kemungkinan untuk itu, pemilik produk ketika mereka mendapatkan konsumen yang tidak jujur keduanya
dapat melihat semuanya proses serupa. Pada dasarnya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait menjadi perlindungan
konsumen wadah atau sarana hukum untuk konsumen dan pelaku bisnis. Masih ada beberapa perbaikan dan substansi
regulasi tambahan yang masih perlu ditambahkan melindungi semua pihak.
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